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ABSTRAK

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebuah proses
penyelarasan antar peraturan yang merujuk pada nilai-nilai filosofis, sosiologis,
dan yuridis agar sebuah peraturan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih.
Apabila mengacu peraturan perundang-undangan yang ada terdapat dua
kementerian yang berwenang melakukan harmonisasi rancangan peraturan
daerah yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia. Masing-masing kementerian tersebut memiliki peraturan yang
mengatur tentang harmonisasi rancangan peraturan daerah sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap siapa yang melakukan
harmonisasi rancangan peraturan daerah. Maka isu tersebut menarik apabila
dilakukan pengkajian lebih mendalam. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang
dituangkan dalam dua rumusan masalah: (i) Bagaimana konsep harmonisasi
rancangan peraturan daerah di Kementerian Hukum dan HAM? (ii) Bagaimana
tinjauan figh siyasah terhadap urgensi harmonisasi rancangan peraturan daerah
di Kementerian Hukum dan HAM?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang
menggambarkan. proses untuk menemukan prinsip, aturan, dan doktrin hukum
yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum serta untuk
menemukan kebenaran koherensi. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan
yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan antara
lain bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan berkaitan
dengan topik penelitian serta untuk bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal
hukum dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pembentukan peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Teknik analisis bahan hukum menggunakan
metode deskriptif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep dari harmonisasi
rancangan peraturan daerah adalah untuk memastikan bahwa rancangan
peraturan daerah yang.disusun-telah'selaras dengan Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan
baik yang lebih tinggi maupun yang setingkat/setara, serta telah sesuai dengan
teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam kajian figh siyasah
urgensi pengharmonisasian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
cenderung mendatangkan  kemaslahatan. Hal tersebut dikarenakan
pengharmonisasian yang dilakukan dimaksudkan agar terjadinya kemashlahatan
dalam pembentukan rancangan peraturan daerah sebagaimana kaidah jalb al-
masalih wa daf’ul mafasid serta menganut asas legislasi Islam yakni bersandar
pada hirarki peraturan diatasnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka diperlukan membentuk
kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pembentukan peraturan perundang-undang serta melakukan revisi atau
perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakomodir
harmonisasi rancangan peraturan daerah.
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